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Abstract: The formulation of this research  are: First, how the management of zakat at Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS) 
of Bengkulu Province?  Second, what is the role of the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Bengkulu Province 
in the management of zakat at the National  Amil Zakat Agency of Bengkulu Province?  Third, how is the synergy between  the 
Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Bengkulu  Province  and  BAZNAS of Bengkulu  Province  in the manage- 
ment of zakat? The research  method used is evaluative  method. 
The study concluded that: first of zakat management at the National Zakat Agency Bengkulu province include charity fund rais- 
ing, distribution and utilization of zakat. Second, the role of the Regional Office of the Ministry of Religious Bengkulu province in 
Zakat Management Agency National  Zakat Bengkulu province  is the founder, partner, facilitator, coordinator and motivator  for 
the management of zakat that is professional  and trustworthy,  strive to increase  the role of zakat to be a professional  institution, 
transparent trusts and guidance to the empowerment of zakat functionally includes preparation of the materials empowerment 
of zakat,  preparation of materials  institutional  accreditation zakat,  preparation of materials  certification  institutional  charity, 
management Unit Gatherer zakat and collect data with regard to the management of zakat on Unit Gatherer zakat in the Office 
of Religious Affairs Regency  / City. Third,  form synergy  in zakat management is Unit Gatherer Zakat Regional  Office of the 
Ministry of Religious Bengkulu Province  has been  collecting zakat, infaq and  sadaqah from across the Civil Service through  a 
system of payroll deductions, held activities in cooperation with the National  Zakat Bengkulu province,  conducting monitoring 
activities zakat fund management at the national  zakat Agency se City District of Bengkulu province,  Amil zakat Development 
of technical  guidance and  assistance  Operational national  zakat Agency in accordance with the province  and  the availability 
of funds each  year. 
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Abstrak: Rumusan penelitian  ini adalah : Pertama, bagaimana pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
Provinsi Bengkulu ? Kedua, apa peran  Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam  pengelolaan zakat pada 
Badan Amil Zakat  Nasional  Provinsi  Bengkulu  ? Ketiga, bagaimana sinergitas  antara Kantor  Wilayah  Kementerian Agama 
Provinsi  Bengkulu  dan  BAZNAS Provinsi  Bengkulu  dalam  pengelolaan zakat?  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah 
metode evaluatif. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa  : pertama pengelolaan zakat pada BAZNAS Provinsi Bengkulu  meliputi  penghimpunan 
dana zakat, pendistribusian dan  pendayagunaan zakat. Kedua,  peran  Kanwil Kementerian Agama  Provinsi Bengkulu  dalam 
Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah pembina, mitra kerja, fasilitator, koordinator, dan  motivator  bagi 
pelaksanaan pengelolaan zakat yang  profesional  dan  amanah, mengupayakan peningkatan peran  pengelola zakat sehingga 
menjadi  lembaga yang  profesional, transparan dana amanah dan  pembinaan dan  pelayanan pemberdayaan zakat  secara 
fungsional yang meliputi penyusunan bahan pemberdayaan zakat, penyusunan bahan akreditasi kelembagaan zakat, penyusu- 
nan bahan sertifikasi kelembagaan zakat, pengelolaan UPZ dan menghimpun data berkenaan dengan pengelolaan zakat pada 
UPZ di lingkungan  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten/Kota. Ketiga, bentuk  sinergitas  dalam  pengelolaan zakat adalah 
UPZ Kantor Wilayah Kementerian Agama  Provinsi Bengkulu  telah melakukan pengumpulan dana zakat, infaq dan  sadaqah 
dari seluruh Pegawai  Negeri Sipil (PNS) melalui sistem pemotongan gaji, mengadakan kegiatan  bekerjasama dengan BAZNAS 
Provinsi  Bengkulu,  mengadakan kegiatan  monitoring pengelolaan dana zakat  pada BAZNAS Kabupaten Kota se Provinsi 
Bengkulu,  Pembinaan Bimtek Amil Zakat,  dan  pemberian bantuan Operasional BAZNAS Provinsi  sesuai  dengan ketentuan 
dan ketersediaan dana setiap tahunnya. 
 







Dalam sistem perekonomian Islam, dikenal beber- 
apa  metode yang mengatur sistem kepemilikan  harta 
sekaligus sebagai  media  beribadah yaitu zakat, infaq, 
sadaqoh dan  wakaf  yang  menjadi  tulang  punggung 
kebangkitan   Islam.Dalam     penerapannya,   opera- 
sional zakat mengikuti  petunjuk  yang  termuat  dalam 
Al-Qur’an dan  hadits.  Ini menunjukan bahwa  sistem 
perekonomian Islam berdiri di atas pengakuan kemut- 
lakan Allah sebagai  pemilik asal. Hal ini juga menun- 
jukan bahwa  Tuhan  memiliki hak mutlak untuk men- 
gatur  masalah kepemilikan, hak-hak  dan  penyaluran 
serta pendistribusian harta. 
Keberadaan BAZNAS sebagai  lembaga pengelola 
zakat perlu mendapat dukungaun dari instansi terkait 
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pengelolaan dana  zakat. Dalam  kaitan  ini, profesion- 
alisme  menjadi  isu sentral  dalam  pengelolaan zakat. 
Hal  ini  dilandasi   oleh  kecenderungan  pengelolaan 
zakat yang hanya sebatas ritual keagamaan, tidak 
memiliki dimensi sosial. Padahal, di samping memiliki 
dimensi spiritual, zakat juga berdimensi sosial.1 
Dukungan instansi  dimaksud salah  satunya ada- 
lah Kantor Wilayah Kementerian Agama yang ada  di 
setiap  Provinsi.  Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi  Bengkulu  sebagaimana diatur  dalam  Pera- 
turan  Menteri Agama Nomor  13 tahun  2012  tentang 
Organisasi  dan  Tatakerja  Instansi  Vertikal Kemente- 
rian Agama menyelenggarakan fungsi-fungsi:2 
1.  Perumusan dan  penetapan visi, misi,  dan  kebi- 
jakan teknis di bidang. 
2.  Pelayanan dan  bimbingan kehidupan beragama 
kepada masyarakat dikabupaten/kota. 
3.  Pelayanan, bimbingan dan  pembinaan di bidang 
haji dan umrah. 
4.  Pelayanan, bimbingan, dan  pembinaan di bidang 
pendidikanmadrasah, pendidikan agama dan kea- 
gamaan. 
5.  Pembinaan kerukunan umat beragama. 
6.  Pelaksanaan kebijakan  teknis  di bidang  pengelo- 
laan administrasi  dan informasi. 
7. Pengkoordinasian perencanaan,  pengendalian, 
pengawasan, dan evaluasi program. 
8.  Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daer- 
ah,  instansi  terkait,  dan  lembaga masyarakat da- 
lam rangka  pelaksanaan tugaskementerian di ka- 
bupaten/kota. 
 
Seksi  Pemberdayaan Zakat  sebagaimana  dimak- 
sud dalam  Pasal36  mempunyai tugas melakukan 
penyiapan  bahan  pelaksanaan pelayanan,  bimbin- 
gan  teknis, dan  pembinaan dibidang  pemberdayaan 
zakat.  Dua  diktum  pada   Peraturan Menteri  Agama 
ini menunjukan bahwa  Kantor Wilayah Kementerian 
Agama  Provinsi  Bengkulu  memiliki tanggung  jawab 
untuk   melakukan  pembinaan  di  bidang   pember- 
dayaan zakat,  termasuk  kepada  lembaga pengelola 
zakat di Provinsi Bengkulu sebagai  mitra kerja. Salah 
satu  lembaga pengelola zakat  tersebut  adalah BAZ- 
NAS Provinsi Bengkulu. 
Sinergi adalah suatu  istilah yang digunakan untuk 
menjelaskan suatu  situasi saat  entitas  yang  berbeda 
bekerja sama secara menguntungkan untuk satu hasil 
akhir. Secara  sederhana, sinergi adalah saling mengisi 
dan   melengkapi perbedaan  untuk  mencapai suatu 
tujuan  akhir. Sinergi bukan  kompromi  karena  sinergi 
tidak sama  dengan kompromi. 
 
 
1Kementerian Agama RI, Panduan Organisasi Pengelola Zakat, (Jakarta, 
Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012) h. 17 
2Pasal  8 Peraturan Menteri Agama  RI nomor  13  tahun  2012  tentang 
Organisasi  dan Tata KerjalnstansiVertikalKementerian Agama 
Dalam kompromi, pihak-pihak yang terlibat harus 
mengorbankan sebagian dari tujuan  agar  bisa saling 
bekerja sama.3 Bersinergi berarti saling menghargai 
perbedaan ide, pendapat dan bersedia  saling berbagi. 
Bersinergi  tidak  mementingkan diri  sendiri,  namun 
berpikir  menang-menang dan  tidak  ada  pihak  yang 
dirugikan  atau  merasa  dirugikan.    Bersinergi  bertu- 
juan memadukan bagian-bagian terpisah.4 
Berdasarkan penjajakan awal penulis, pelaksanaan 
tugas pengelolaan BAZNAS Provinsi Bengkulu masih 
mengalami berbagai permasalahan antara lain masih 
belum  maksimalnya pengumpulan  zakat  di Provinsi 
Bengkulu,  keterbatasan sumberdaya untuk  menyam- 
paikan  penyuluhan kepada masyarakat mengenai 
zakat  dan   belum  maksimalnya pembinaan  sumber 
daya pengelola zakat baik pada  BAZNAS Kabupaten/ 
Kota maupun Unit Pengumpul Zakat.5 
Agar permasalahan ini dapat diatasi dan  pengelo- 
laan  zakat oleh  BAZNAS Provinsi  Bengkulu  menjadi 
maksimal salah satu upaya  yang perlu dilakukan ada- 
lah  mengoptimalkan peranan  instansi  terkait  yaitu 
Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi  Beng- 
kulu dalam hal pembinaan terhadap pengelolaan BA- 
ZNAS Provinsi Bengkulu. 
Untuk  mengetahui bagaimana peranan Kantor 
Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi  Bengkulu  ter- 
hadap pembinaan BAZNAS Provinsi Bengkulu, maka 
penulis  tertarik untuk  melaksanakan penelitian  men- 
genai “Sinergitas Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Bengkulu  terhadap pelaksanaan tugas BAZ- 
NAS Provinsi Bengkulu dalam  pengelolaan zakat.” 
 
Rumusan Masalah 
1.  Bagaimana pengelolaan zakat  pada  Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu ? 
2. Apa peran Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi  Bengkulu  dalam  pengelolaan zakat pada 
Badan Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS) Provinsi 
Bengkulu ? 
3.  Bagaimana sinergitas  antara Kantor  Wilayah  Ke- 
menterian Agama Provinsi Bengkulu dan BAZNAS 




Secara  umum  tujuan  penelitian  ini adalah untuk 
mengkaji secara mendalam tentang pengelolaan zakat 
pada   Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi 





3Panji Anoraga, Psikologi Kerja, (Jakarta,  Rieneka Cipta, 2008) h. 22 
4Mukhari Mukhtar, Manajemen  Sistem, (Jakarta,  BPJM, 2012) h. 221 
5Hasil penjajakan awal pra penelitian pada  BAZNAS Provinsi Bengkulu 
tanggal 5 Januari  2017 
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2. Khusus 
Secara  khusus  tujuan  penelitian  ini adalah untuk 
mendeskripsikan : 
a.   Pengelolaan zakat  pada   Badan Amil Zakat  Na- 
sional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu. 
b.   Peran    Kantor    Wilayah    Kementerian   Agama 
Provinsi Bengkulu dalam  pengelolaan zakat pada 
Badan Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS) Provinsi 
Bengkulu. 
c.  Sinergitas Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi  Bengkulu  dan  BAZNAS Provinsi  Beng- 
kulu dalam  pengelolaan zakat. 
 
Metode Penelitian 
Penelitian  ini adalah penelitian  evaluasi.  Penelitian 
evaluatif merupakan suatu  desain  dan  prosedur eval- 
uasi dalam  mengumpulkan dan menganalisis data se- 
cara sistematik untuk menentukan nilai atau  manfaat 
dari suatu  praktik.6  Menurut  Arikunto penelitian  eval- 
uatif yaitu penelitian  yang berusaha menggambarkan, 
menginterpretasi dan  mengevaluasi fenomena  yang 
sedang  terjadi  di lapangan.7   Pendekatan yang  digu- 
nakan  dalam  penelitian  ini adalah pendekatan evalu- 
atif. Pendekatan ini digunakan karena  menekankan 
adanya kegiatan  penelitian  yang sifatnya mengevalu- 
asi terhadap sesuatu  objek,  yang  biasanya merupa- 
kan  pelaksanaan dan  rencana.8    Pendekatan  evalu- 
atif berguna untuk membantu perencanaan untuk 
pelaksanaan program, membantu dalam  penentuan 
keputusan penyempurnaan atau perubahan program, 
membantu dalam  penentuan  keputusan keberlanju- 
tan  atau   penghentian  program,  menemukan  fakta- 
fakta  dukungan dan  penolakan terhadap  program, 
memberikan sumbangan dalam  pemahaman  proses 
psikologis, sosial, politik dalam  pelaksanaan program 
serta faktor-faktor yang mempengaruhi program.9 
Penelitian  ini tidak diarahkan kepada pembuktian 
hipotesis,   tapi   menekankan  kepada  pengumpulan 
data  faktual  yang  ada  untuk  mendeskripsikan keja- 
dian  sesungguhnya  di  lapangan.  Dalam   penelitian 
ini,  kehadiran peneliti  diupayakan tidak  mengubah 
suasana yang ada  dengan berbagai tekhnik pengum- 




Sinergitas  berasal  dari  kata  sinergi, dapat disebut 
pula dengan sinergisme  ataupunsinergisitas.10  Sedan- 
gkan menurut Kamus BesarBahasa Indonesia sinergi 
 
 
6Suharsimi   Arikunto,  Prosedur   Penelitian,   (Jakarta,   Rieneka   Cipta, 
1999) h. 12 
7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, h. 12 
8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, h. 72 
9Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, h. 78 
10Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa  Indonesia,  Kamus BEsar Bahasa 
Indonesia,  Cetakan  keempat  (Jakarta,  Balai Pustaka,  2005) h. 1070 
berarti kegiatan atau operasi gabungan.11 Menurut 
Kelana  sinergisitas  adalah  kombinasi   atau   paduan 
unsur atau  bagian  yang dapat menghasilkan keluaran 
lebih baik dan  lebih besar  daripada dikerjakan  send- 
iri-sendiri,  selain  itu gabungan beberapa unsur  akan 
menghasilkan suatu  produk  yang  lebih unggul.  Oleh 
sebab  itu, sinergitas  dalampembangunan berarti  ket- 
erpaduan  berbagai unsur  pembangunan yangdapat 
menghasilkan keluaran  lebih baik dan lebih besar.Sin- 
ergitas akan  mudah terjadi bila komponen-kompone- 
nyang  ada  mampu berpikir sinergi, terjadi  kesamaan 
pandang dansaling  menghargai.12 
Kelana  mengemukakan ciri-ciri sinergitas  adalah 
mengisi  dan  melengkapi perbedaan untuk  mencapai 
hasil  yang  lebih  besar  daripada jumlah  per  bagian. 
Konsep   bersinergi   di  antaranya berorientasi pada 
hasil dan  positif, perspektif  beragam mengganti  atau 
melengkapi paradigma, saling kerjasama dan  tujuan 
sama  serta adanya kesepakatan, dan  diusahakan 
seefektif mungkin serta merupakan suatu proses.13 
Bersinergi  juga  berarti  saling  menghargai perbe- 
daan   ide,  pendapat,  dan   bersedia   saling  berbagi. 
Dengan  demikian,  bersinergi tidak mementingkan diri 
sendiri,  namun berpikir  menang-menang dan  tidak 
ada pihak yang dirugikan atau merasa  dirugikan.Pada 
akhirnya,   bersinergi  bertujuan memadukan  bagian- 
bagian   yang  terpisah.Sinergi selalu  memiliki  ciri-ciri 
sebagai  berikut:14 
a.     Berorientasi  pada  hasil bersama 
b.    Punya  tujuan  bersama 
c.     Mengembangkan berbagai alternatif ketiga 
d.    Kolaborasi secara  kreatif, 
e.     Merupakan proses 
Secara  etimologis (bahasa), kata zakat berasal  dari 
kata  zaka yang  artinya  “tumbuh, berkah,  bersih  dan 
baik”.15   Menurut  Lisan al-Arab  arti dasar  dari  zakat, 
ditinjau dari sudut bahasa, adalah “suci, tumbuh, 
berkah,   dan   teruji”,16   semuanya  digunakan  di  da- 
lam Alquran  dan  Hadis.  Dalam  kitab  Kifayatul Akh- 
yar, disebutkan bahwa  zakat menurut bahasa artinya 
tumbuh, berkah  dan  banyak  kebaikan.17  Sedangkan 
menurut Hammudah  Abdalati,  menyatakan the  lit- 
eral and  simple meaning of zakah  is purity.18  Artinya 
pengertian sederhana dari zakat adalah kesucian. 
Adapun   pengertian  zakat  secara  terminologi  (is- 
tilah)  zakat  itu  maksudnya mengeluarkan sebagian 
 
 
11Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa  Indonesia,  Kamus BEsar Bahasa 
Indonesia,  h. 1070 
12Kelana, Sinergitas Pembangunan Bangsa, (Jakarta, Binangkit, 2005) h. 70 
13Kelana, Sinergitas Pembangunan Bangsa, h. 70 
14Kelana, Sinergitas Pembangunan Bangsa, h. 75 
15Ibrahim Anis dkk.,Mu’jam al-Wasit I, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1972), h. 396. 
16Abi al-Fadhil Jamal al-Din Muhammad ibn Mukrim Ibn Mundzir, Lisan 
al-Arab, Jilid I, (Beirut: Dar Shadar,  tt.), h. 90-91. 
17Imam Taqiyyuddan Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Juz I, (Se- 
marang:  Usaha Keluarga, tt.), h. 172. 
18Hammudah Abdalati, Islam in Focus, (Indiana:  American Trust Pub- 
lication, 1980),h.  95. 
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harta,  diberikan  kepada yang  berhak  menerimanya, 
supaya harta  yang tinggal menjadi  bersih dari orang- 
orang  yang memperoleh harta  menjadi  suci jiwa dan 
tingkah lakunya.19 
Dalam  kitab  Fathul  Wahab  juga  terdapat  definisi 
zakat sebagai  berikut: “Sesuatu nama  dari harta  atau 
badan yang  dikeluarkan menurut syarat  syarat  yang 
ditentukan”.20    Sedangkan  Abu  Bakar  bin  Muham- 
mad  al-Husainy  mendefinisikan bahwa  zakat adalah 
sama  bagi sejumlah  harta  tertentu  yang telah menca- 
pai syarat tertentu,  yang diwajibkan  oleh Allah untuk 
dikeluarkan dan  diberikan  kepada yang berhak  men- 
erimanya dengan persyaratan tertentu  pula.21 
Syaikh  Muhammad al-Nawawi  dalam  karyanya al- 
Majmu’  yang  telah  mengutip dari  pengarang al-Hawi 
menyebutkan “zakat adalah kata Arab yang sudah  dike- 
nal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair- 
syair  dari  pada   diterangkan”. Daud  al-Zahiri  berkata. 
“kata itu tidak mempunyai asal usul kebahasaan, hanya 
dikenal  melalui  agama”.  Pengarang al-Hawi  berkata, 
“pendapat itu sekalipun  salah,  tidak  sedikit  pengaruh 
positifnya terhadap hukum-hukum zakat”.22 
Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan “men- 
jadikan  sebagian harta  yang  khusus  dari  harta  yang 
khusus  sebagai  milik orang  yang  khusus,  yang  diten- 
tukan  oleh  syari’at karena  Allah”.23    Kata “menjadikan 
sebagian harta  sebagai  milik” (tamlik) dalam  definisi di 
atas  dimaksudkan sebagai  penghindaran dari kata iba- 
hah (pembolehan). 
Yang dimaksud dengan kata “sebagian harta”  da- 
lam pernyataan di atas ialah keluarnya  manfaat (har- 
ta) dari orang  yang memberikannya. Dengan  demiki- 
an, jika seorang  menyuruh orang  lain untuk  berdiam 
di rumahnya selama  setahun dengan diniati  sebagai 
zakat, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat. Yang 
dimaksud dengan “bagian  yang  khusus”  ialah  kadar 
yang wajib dikeluarkan. Maksud “harta  yang khusus” 
adalah nisab  yang  ditentukan oleh  syariat.  Maksud 
“orang  yang khusus “ ialah para mustahiq  zakat. Yang 
dimaksud  dengan  “yang   ditentukan  oleh   syari’at” 
ialah seperempat puluh (2,5 %) dari nisab yang diten- 
tukan, dan yang telah mencapai haul. Dengan  ukuran 
seperti  inilah zakat tathwu’  dan  zakat fitrah dikecua- 
likan.Sedangkan yang  dimaksud dengan pernyataan 
“karena Allah Swt” adalah bahwa  zakat itu dimaksud- 
kan untuk mendapatkan ridha Allah.24 
 
 
19Fahruddin.HS.,Ensiklopedi  Alquran,  (Jakarta:  Renika  Cipta,  1992), 
h. 618. 
20Muhammad Zakaria al-Anshari, Fathul Wahab, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 
h. 102. 
21Abi Bakar Muhammad al-Husainy, Kifayatul, h. 172. 
22Syaikh Muhammad al-Nawawi, al-Majmu’, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 
tt.), h.102. 
23Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa ‘Adilatuhu III, (Beirut: Dar al- 
Fikr, tt.), h.1788. 
24Abdul  Karim As-Salawy, Zakat Profesi dalam  Perspektif Hukum  dan 
Etik, (Semarang:Tesis   Program  Pascasarjana  IAIN Walisongo  Semarang, 
2001), h 15. 
Sedangkan  yang  dimaksud dengan  “waktu  yang 
khusus” ialah sempurnanya kepemilikan selama satu ta- 
hun (haul), baik dalam  binatang ternak,  uang,  maupun 
barang  dagangan, yakni  sewaktu  dituainya  biji-bijian, 
dipetiknya buah-buhan, dikumpulkan madu,  atau digal- 
inya barang  tambang, yang semuanya wajib dizakati. 
Dasar  hukum  antara makna  zakat  secara  bahasa 
dan istilah ini berkaitan  erat sekali, yaitu bahwa  setiap 
harta  yang sudah  dikeluarkan zakatnya  akan menjadi 
suci, bersih,  baik, berkah,  tumbuh dan  berkembang. 
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam  Alquran: 
”Ambillah zakat dari sebagaian harta mereka, den- 
gan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan 
mereka   dan  mendoakan  mereka. Sesungguhnya 
doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mer- 
eka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui” 
(QS.  At-Taubah  (9) : 103).25 
 
Allah berfirman,  yang artinya: 
”Dan sesuatu riba (tambahan)  yang kamu  berikan 
agar  dia  bertambah  pada  harta  manusia,   maka 
riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa 
yang kamu  berikan berupa zakat yang kamu  mak- 
sud  mencapai  keridhaan  Allah,  maka  (yang  ber- 
buat  demikian), itulah orang-orang  yang  melipat 
gandakan  (pahalanya)”,(QS. Ar-Rum  (30) :39).26 
 
Seseorang yang  mengeluarkan zakat,  berarti  dia 
telah  membersihkan diri, jiwa dan  hartanya. Dia te- 
lah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) 
dan membersihkan hartanya dari orang lain yang ada 
dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya 
pun akan bersih jiwanya dari penyakit  dengki, iri hati 
terhadap orang  mempunyai harta. 
Dilihat  dari  satu  segi,  bila  seseorang mengeluar- 
kan  zakat,  berarti  hartanya  berkurang.Tetapi dilihat 
dari  sudut  pandang Islam,  pahala bertambah dan 
harta  yang  masih  juga  membawa berkah.  Di samp- 
ing pahala bertambah, juga harta berkembang karena 
mendapat ridha  dari  Allah dan  berkat  panjatan doa 
dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahiq 
lainnya yang merasa  disantuni  dari zakat itu. 
Macam  zakat  dalam  ketentuan hukum  Islam  itu 
ada dua,  yaitu zakat fitrah dan zakat mal. 
Pertama, zakat Fitrah yang dinamakan juga zakat ba- 
dan.27  Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat 
fitrah adalah orang  yang mempunyai lebih dalam  ma- 
kanan  pokoknya untuk  dirinya dan  untuk  keluarganya 
pada  hari dan  malam  hari raya,  dengan pengecualian 
kebutuhan tempat  tinggal, dan alat-alat primer.28 
 
 
25Departemen Agama,Al Quran dan Terjemahnya, h.273 
26Departemen Agama,Al Quran dan Terjemahnya, h. 575. 
27Muhammad Jawad  Mughniyah,  Fiqih Lima Mazhab ( Ja’fari, Hanafi, 
Maliki, Syafi’i,dan Hambali), ( Jakarta:  Lentera, 2001), h. 195. 
28Muhammad Jawad  Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab 
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Jumlah  yang  harus  dikeluarkan untuk  zakat fitrah 
adalah satu sha’ (satu gantang), baik untuk  gandum, 
kurma,  anggur  kering,  maupun jagung,  dan  seterus- 
nya yang menjadi  kebiasaan makanan pokoknya.29 
Kalau standar  masyarakat kita itu, beras  dua  set- 
engah  kilogram atau  uang  yang senilai dengan harga 
beras itu.Dan yang lebih utama  dalam melaksanakan- 
nya  adalah sebelum   pelaksanaan sholat  hari  raya, 
menurut Imamiyah. 
Sedangkan menurut Syafi’i, diwajibkan untuk men- 
geluarkan  zakat fitrah adalah akhir bulan  Ramadhan 
dan awal bulan Syawal, artinya pada tenggelamnya 
matahari dan  sebelum  sedikit  (dalam  jangka  waktu 
dekat) pada  hari akhir bulan  Ramadhan. Orang yang 
berhak   menerima  zakat  fitrah  adalah  orang-orang 
yang  berhak   menerima  zakat  secara   umum,   yaitu 
orang-orang yang dijelaskan  dalam  Alquran  surat al- 
Taubah (9) ayat 60. yang artinya: 
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk 
orang-orang  fakir, orang-orang  miskin,  pengurus- 
pengurus   zakat,  Para mu’allaf  yang  dibujuk  hat- 
inya,  untuk  (memerdekakan) budak,  orang-orang 
yang berhutang, untuk  jalan Allah dan untuk  mer- 
eka  yang sedang  dalam  perjalanan,  sebagai suatu 
ketetapan yang diwajibkan  Allah, dan Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana”30 
 
Kedua,  zakat  mal  adalah zakat  yang  dikeluarkan 
dari  harta-harta yang  dimiliki seseorang dengan  di- 
batasi  oleh  nisab.  Namun  dalam  menentukan harta 
atau  barang   apa  saja  yang  wajib  dikenakan  zakat, 
terjadi  perbedaan pendapat yang  semuanya karena 
perbedaan  dalam   memandang  nas-nas   yang   ada. 
Para  ulama  fikih mazhab  Syafi’i, sebagaimana yang 
termaktub dalam  kitab-kitab  mazhab  ini, dengan ber- 
sandar  pada  Alquran  dan  hadis  telah  menerangkan 
secara  mendetail jenis harta  yang  wajib dizakati. Se- 
cara  global terdiri atas  lima jenis, yaitu binatang ter- 
nak,  emas  dan  perak,  bahan makanan pokok,  buah 
anggur,  serta barang  perdagangan. 
Dan  beberapa macam  redaksi  yang  diungkapkan 
oleh  para   ulama   dalam   menentukan jumlah  harta 
wajib zakat.  Ada  yang  mengatakan lima  jenis seba- 
gaimana tersebut  tadi, bahkan yang tadi adalah yang 
disepakati   oleh  imam-imam mazhab.31    Ulama  lain 
mengatakan delapan  macam   dengan  menguraikan 
dari lima jenis tersebut,32  demikian  juga yang  diung- 





29Muhammad Jawad  Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab,h.196 
30Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, h.264 
31Abd. Rahman  al-Juzairy, Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba’ah I, ( Bei- 
rut: Dar al-Fikr, 1996), h. 563-564. 
32Abi Bakar, Ianah al-Talibin II, (Indonesia  : Dar Ihya al-Kutub al-Arabi- 
yah, tt.), h.148. 
Dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  No- 
mor 38 Tahun  1999  tentang  pengelolaan zakat, pasal 
11 menetapkan bahwa  zakat terdiri dari atas zakat mal 
dan zakat fitrah. Harta  yang dikenakan zakat adalah  : 
Dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  No- 
mor 38 Tahun  1999  tentang  pengelolaan zakat, pasal 
11 menetapkan bahwa  zakat terdiri dari atas zakat mal 
dan zakat fitrah. Harta  yang dikenakan zakat adalah : 
a.  Emas, perak, dan uang 
b.  Perdagangan dan perusahaan 
c.  Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan  hasil peri- 
kanan; 
d.  Hasil pertambangan 
e.  Hasil perternakan 
f.   Hasil pendapatan dan jasa 
Shehul Hadi Purnomo menulis bahwa  hikmah dan 
tujuan  zakat ada beberapa macam  antara lain yaitu : 
zakat menjaga dan  memelihara harta  dari incaran 
mata  dan  tangan  para  pendosa dan  pencuri.   Kedua, 
zakat  merupakan  pertolongan bagi  orang-orang  fa- 
kir dan  orang-orang yang  sangat  memerlukan ban- 
tuan.  Zakat bisa membantu orang-orang yang lemah 
dan  memberikan kekuatan serta  kemampuan untuk 
melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada  Allah 
seperti ibadah, dan memperkokoh iman serta sebagai 
sarana untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang 
lain. 
zakat  bertujuan  menyucikan  jiwa  dari  penyakit 
kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang  muslim untuk 
bersifat pemberi  dan dermawan. Mereka dilatih untuk 
tidak menahan diri dari pengeluaran zakat, melainkan 
mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan ke- 
wajiban sosial.33 
Berkaitan   dengan  pensucian jiwa  dan  kikir, Ah- 
mad al-Jurjawy  menjelaskan dengan panjang lebar.Ia 
mengatakan bahwa  jiwa seseorang cenderung kepada 
ketamakan atau  punya  sifat ingin memonopoli (men- 
guasai)  sesuatu  secara  sendirian. Seorang anak  kecil 
menginginkan ibunya  atau  wanita  penyusunya tidak 
menyusui  anak  yang  lain. Apabila  ia menyusui  anak 
lain maka  anak  susuannya itu akan  merasa  sakit hati 
dan  berusaha dengan sekuat  tenaganya untuk  men- 
jauhkan yang lain dari ibu asuhnya walaupun dengan 
tangisnya  sebagai  tanda akan  sakit hatinya.  Hal yang 
serupa  terjadi  pada  golongan  hayawan, seekor  anak 
sapi  akan  menanduk anak  sapi  yang  apabila  ia ikut 
menyusu induknya.34 
Pada  umumnya manusia mencintai  harta  benda 






33Ahmad  al-Jurjawy,  Hikmat al-Tasyri wa Falsafatuhu  I, (Ttp.: Dar al- 
Fikr, tt.), h.169. 
34Ahmad  al-Jurjawy, Hikmat.,h. 172. 
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”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan 
dunia  tetapi amalan-amalan yang  kekal  lagi saleh 
adalah lebih baik pahalanya  di sisi Tuhanmu serta 
lebih  baik  untuk  menjadi  harapan”  (QS.  Al-Kahfi 
(18) : 46).35 
 
1. Sinergitas  dalam  Pengelolaan  Zakat    oleh 
BAZNAS dan Kementerian Agama 
Islam   mewajibkan  zakat   selain   sebagai    rukun 
agama,  juga   sebagai   sistem   redistribusi   kekayaan 
unutk  menciptakan kesejahteraan dalam  kehidupan 
pribadi dan  masyarakat. Salah satu tujuan  zakat ada- 
lah   untuk   menghapus   sumber-sumber  kemiskinan 
dan  kesenjangan sosial  yang  berdampak luas  bagi 
kemanusiaan. 
Sistem  zakat  dalam  Islam menggambarkan adan- 
ya  standar   kewajiban   bagi  golongan   mampu untuk 
memperhatikan dan ikut bertanggung jawab atas 
kesejahteraan masyarakat. Karena  itu,  zakat  memi- 
liki posisi  yang  sangat   penting   sebagai   sarana  pe- 
nyeimbang kepentingan perorangan dan kepentingan 
masyarakat, terutama berkaitan  dengan aspek ekono- 
mi dan kesejahteraan.36 
Zakat bukanlah kewajiban  individu  yang  pelaksa- 
naannya bergantung kepada hati nurani  masing-mas- 
ing orang.  Tetapi  zakat adalah suatu  kewajiban  yang 
dilaksanakan di  bawah   pengawasan negara, negar- 
alah yang mengatur pemungutan dan pendistribusian 
zakat itu. 
Di Indonesia pengelolaan zakat yang dilakukan 
berdasarkan Undang-undang Nomor  23 tahun  2011 
tentang  Pengelolaan Zakat secara substansial  ber- 
pedoman  kepada ketentuan hukum  agama.  Dalam 
Undang-undang Zakat yang kelahirannya merupakan 
prakarsa pemerintah melalui Menteri Agama, ditegas- 
kan  bahwa  kewajiban  pemerintah adalah memberi- 
kan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada 
muzakki, mustahiq  dan pengelola zakat. Menurut 
Kuntarno  Noor Aflah, kata perlindungan, pembinaan 
dan  pelayanan  mengisyaratkan bahwa   pengelolaan 
zakat  di Indonesia mempunyai keterkaitan langsung 
dengan fungsi  otoritatif  negara   dan  hal  itu  sejalan 
dengan semangat ajaran  Islam.37 
Salah satu tugas lembaga pengelola zakat yang ke- 
beradaannya dipayungi  oleh undang-undang adalah 
mewujudkan  peran   kontributif  zakat  sebagai   solusi 
untuk   menanggulangi  problema  kemiskinan.   Zakat 
dan  kondisi ekonomi  memiliki hubungan timbal balik 
yang erat.  Tingkat ekonomi  umat  yang semakin  baik 
akan meningkatkan penerimaan zakat dan sebaliknya 
dana  zakat yang dikelola dan disalurkan  secara  benar 
 
 
35Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, h.408 
36Kuntarno  Noor Aflah, Zakat dan Peran  Negara, (Jakarta,  FOZ, 2007) 
h. xvii 
37Kuntarno  Noor Aflah, Zakat dan Peran Negara, h. xviii 
kepada kelompok  mustahik  diharapkan dapat men- 
gubah  peta kemiskinan  di tengah  masyarakat.38 
Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indo- 
nesia diperlukan  langkah strategis pengelolaan yang se- 
lama ini dilakukan  oleh masing-masing lembaga tanpa 
adanya koordinasi  dan  sinergi satu  sama  lain. Badan 
Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS) sebagai  badan resmi 
pemerintah yang dibentukdenganKeputusan   Presiden 
(Keppres)  RI Nomor  8Tahun2001 tanggal  17Januari 
2001 merupakan lembaga yang mengkoordinasikan se- 
luruh lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia. 
Visi BAZNAS adalah39   menjadi  badan zakat  na- 
sional yang amana, transparan dan  profesional.   Visi 
tersebut  diwujudkan dalam  misi : 
a.  Meningkatkan   kesadaran  umat   untuk   berzakat 
melalui amil zakat. 
b.  Meningkatkan   penghimpunan  dan   pendayagu- 
naan   zakat   nasional   sesuai   dengan  ketentuan 
syariah dan prinsip manajemen modern. 
c.  Menumbuhkembangkan     pengelola/amil    zakat 
yang  amanah,  transparan, profesional,   dan  ter- 
integrasi. 
d.  Mewujudkan pusat data  zakat nasional. 
e.  Memaksimalkan peran   zakat dalam menanggulangi 
kemiskinan  di Indonesia melalui sinergi dan koordi- 
nasi dengan lembaga terkait. 
 
BAZNAS sebagaimana di atur dalam  Undang- 
undang Nomor  23 tahun  2011  tentang  Pengelolaan 
Zakat merupakan lembaga yang berwenang melaku- 
kan tugas pengelolaan zakat secara nasional.40  Dalam 
melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:41 
a.   Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat. 
b.   Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat. 
c.   Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat. 
d.   Pelaporan dan  pertanggungjawaban pelaksanaan 
pengelolaan zakat. 
Peraturan BAZNAS nomor  3 tahun  2014  tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional 
Provinsi dan  Badan Amil Zakat Nasional  Kabupaten/ 
Kota pasal  2 ayat  (4) telah  mengatur bahwa  fungsi 
BASNAZ Provinsi adalah sebagai  berikut:42 
 
38Departemen Agama RI Direktorat Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Is- 
lam  Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Organisasi Pengelola Zakat, 
2009 h. 84. 
39BAZNAS, Paparan Program  Kerja BAZNAS tahun  2016,  (Jakarta, 
2016) h. 23 
40Pasal  6 Undang-undang Nomor 23 tahun  2011  tentang  Pengelolaan 
Zakat 
41Pasal  7 Undang-undang Nomor 23 tahun  2011  tentang  Pengelolaan 
Zakat 
42Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan  Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan  Amil Zakat Nasional 
Kabupaten/Kota. 
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a.   Perencanaan,  pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi. 
b.   Pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat di tingkat provinsi. 
c.   Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat di tingkat provinsi. 
d.   Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
pengelolaan zakat, termasuk  pelaporan pelaksan- 
aan pengelolaan zakat di tingkat provinsi. 
e.   Pemberian rekomendasi dalam  proses  izin pem- 
bukaan perwakilan  LAZ berskala  nasional  di 
provinsi. 
 
Dalam  melaksanakan tugas  dan  fungsinya,  BAZ- 
NAS dapat  bekerjasama dengan pihak  terkait sesuai 
dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan. 
Sinergi  merupakan kebutuhan dan  keharusan  bagi 
pengelola zakat  di  tanah   air,  mengingat   problema- 
tika umat  bersifat kompleks.Semua satuan  organisasi 
pengelola zakat  harus  menyadari kesamaan  tujuan 
dan  mengoptimalkan peran  zakat di tempat  masing- 
masing. 
Sinergi  antara  pengelola zakat  dan  Kementerian 
Agama  tentu  saja  harus  dibangun dalam   kerangka 
ukhuwah islamiyah.  Dalam  bingkai  semangat ukhu- 
wah  islamiyah,  sesama   pengelola zakat  tidak  boleh 
saling  menafikan, atau  menggugat peran  yang  lain, 
atau memandang lembaga yang lain sebagai  pesaing. 
Pengelola   zakat  harus  saling  mendukung dan  men- 
guatkan  satu sama  lain. 
Sebab,  wajah   umat   Islam  terlihat  pada   institusi 
yang  dimilikinya,  di  antaranya ialah  lembaga pen- 
gelola zakat ini. Sinergi antar  stakeholder (pemangku 
kepentingan perzakatan) akan memudahkan aksel- 
erasi  peran  pengelolaan zakat secara  nasional  untuk 
menanggulangi kemiskinan  dan memperbaiki kes- 
ejahteraan masyarakat di Negara  kita.43 
Terdapat 5 hal yang perlu dilakukan  untuk,  mem- 
bangun sinergitas dalam  pengelolaan zakat, yaitu: 
1.  Sosialisasi  dan  edukasi  zakat.Sosialisasi  dan  edu- 
kasi mencakup pengertian, hikmah,  manfaat, 
obyek,  dan  regulasi pengelolaan zakat, serta zakat 
dan  pajak,  kampanye berzakat,  peran  (amil) zakat 
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 
penanggulangan kemiskinan,  serta penggunaan 
berbagai media  dalam  sosialisasi dan edukasi  den- 
gan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. 
2.  Penguatan  kelembagaan  pengelola (amil)  zakat. 
Penguatan kelembagaan mencakup aspek Sumber 
Daya  Manusia  (SDM), manajemen yang transpar- 
an,  profesional  dan  amanah, sistem IT (Teknologi 
Informasi)  yang  kuat,  database muzaki  dan  mus- 
 
 
43Didin Hafidhuddin, Sinergi Pengelolaan Zakat Untuk Kemajuan Dunia 
Zakat, (Jakarta,  Forum Zakat, 2017) h, 1 
tahik,  pelaporan perlembaga dan  nasional,  serta 
membangun pola koordinasi  yang efektif antar 
pengelola zakat di semua  tingkatan. 
3. Optimalisasi  pendayagunaan  zakat.Dalam pen- 
dayagunaan zakat kita menginginkan dilakukan 
berbasis  database mustahik yang menggambarkan 
asnaf, menyeluruh, terintegrasi,  dan mutakhir,  me- 
menuhi  kebutuhan dasar mustahik dan meningkat- 
kan kesejahteraan mustahik,  pendayagunaan yang 
sistematis dan berkesinambungan, pelayanan pada 
mustahik  zakat dengan pendekatan komprehensif 
(misalnya  pendekatan agama, pendidikan, kes- 
ehatan, dan  ekonomi), memiliki SOP  (StandaOp- 
erasional    Prosedur)   di   dalam    pendayagunaan 
zakat  yang  harus   sama   pada   setiap  amil  zakat, 
serta merujuk pada  bab 1 pasal 2 Undang-Undang 
Nomor  23  Tahun  2011  bahwa  asas  pengelolaan 
zakat  adalah: syariat  Islam,  amanah,  kemanfaa- 
tan,  keadilan,  kepastian hukum,  terintegrasi,  dan 
akuntabilitas. 
4. Penguatan regulasi pengelolaan zakat.Terbitnya 
peraturan  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 
23  Tahun  2011  (seperti  PP,  PMA, Peraturan BA- 
ZNAS dan  lain-lain)  yang  komprehensif, aplikatif, 
dan  adaptif  diharapkan akan  dapat  mendorong 
terwujudnya  good  amil  governance (GAG),  pe- 
mahaman dan implementasi yang relatif sama dari 
pengelola zakat, Pemerintah (khususnya Kemente- 
rian  Agama),  Pemerintah Daerah, serta  para  pe- 
mangku  kepentingan zakat  lainnya  atas  Undang- 
Undang  dan peraturan pelaksanaannya. 
5.  Sinergi  antar   semua   stakeholder perzakatan.Sin- 
ergi yang  harmonis perlu  dipekuat antar  seluruh 
pemangku kepentingan zakat: BAZNAS, LAZ, 
Kementerian Agama,  Pemerintah Daerah, organ- 
isasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, 
dan  pemangku kepentingan zakat lainnya.  Sinergi 
dibutuhkan  untuk  mewujudkan  tujuan   pengelo- 
laan  zakat  sebagaimana disinggung  di atas,  seh- 
ingga zakat dapat berperan secara signifikan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara dan terutama 
dalam  mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
Sinergi yang meliputi sinergi hati, pikiran dan amal, 
pada  akhirnya  diharapkan menjadi  kekuatan yang 
mendorong kemajuan dunia  perzakatan di tanah 
air. 
Sinergi  antara peran  negara  dalam  hal ini Kemen- 
terian  Agama  dan  BAZNAS sangat  diperlukan  karena 
pengelolaan zakat membutuhkan kerjasama untuk pen- 
dayagunaan zakat.    Pada   konteks  yang  lebih  praktis 
lembaga pengelelola zakat dapat bekerjasama dengan 
kementerian  terkait  atau   lembaga  untuk   mengakses 
data  muzakki dan  mustahik  yang dapat berguna untuk 
pemetaan pendistribusian zakat. Dalam kerangka inilaha 
BAZNAS dapat memerankan fungsi tersebut. 
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Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor  23 tahun 
2011   tentang   Pengelolaan  Zakat  mengatur bahwa 
BAZNAS sebagai  lembaga pemerintah nonstruktural 
yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada 
Presiden   melalui  Menteri.  Pengertian ini menggam- 
barkan  3 sifat dasar  yang melekat  pada  lembaga itu, 
yaitu:44 
a.  Lembaga pemerintah nonstruktural karena  lemba- 
ga ini tidak termasuk  ke dalam  struktur organisasi 
kementerian ataupun lembaga pemerintah non ke- 
menterian 
b. Bersifat mandiri. 
c.  Bertanggung jawab kepada Presiden  melalui men- 
teri karena  lembaga ini dibentuk  oleh  pemerintah 
dan Ketuanya  diangkat secara langsung oleh Presi- 
den. 
Konsep  pengumpulan zakat  yang  dilakukan  oleh 
BAZNAS adalah fundraising yaitu suatu kegiatan yang 
memiliki tujuan  penggalangan dana  untuk tujuan  ter- 
tentu.  Fundraising zakat  berarti  upaya  mengumpul- 
kan  zakat  dari  perorangan atau  badan usaha  untuk 
mencapai tujuan   zakat.  Sumber   utama   fundraising 
zakat  adalah muzakki.  Sehingga  pengelola lembaga 
zakat harus  mampu meyakinkan masyarakat muslim 
pengenai pentingnya zakat.45 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan  hasil   penelitian    sebagaimana   te- 
lah dikemukakan pada  bagian  terdahulu, penulis 
mengambil beberapa kesimpulan sebagai  berikut : 
1)  Pengelolaan zakat  pada  BAZNAS Provinsi  Beng- 
kulu meliputi  : 
a. Penghimpunan dana  zakat.  Badan Amil Zakat 
Nasional Provinsi Bengkulu menghimpun harta 
zakat,  seperti   infaq,  sedekah,  hibah,   wasiat, 
waris dan kafarat. 
b. Pendistribusian   dan    pendayagunaan    zakat 
kepada yang  berhak  menerimanya sesuai 
dengan ketentuan hukum  IslamKanwil Ke- 
menterian Agama  Provinsi  Bengkulu  berperan 
sebagai   pembina  dan   mitra  BAZNAS dalam 
pemberdayaan zakat. Untuk menjalankan per- 
an itu maka antara Kanwil Kementerian Agama 
Provinsi Bengkulu dan BAZNAS terjalin hubun- 
gan kerjasama dan kemitraan. 
2)  Peran  Kanwil Kementerian Agama Provinsi Beng- 
kulu dalam  Pengelolaan Zakat pada  BAZNAS 
Provinsi Bengkulu adalah : 
a.  Pembina dan memiliki hubungan kemitraan 
dengan BAZNAS Provinsi Bengkulu. 




44Kementerian Agama  RI, Standarisasi    Amil Zakat di Indonesia,  (Ja- 
karta, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013) h.47 
45Kementerian Agama RI, Standarisasi   Amil Zakat di Indonesia,  h.49 
pelaksanaan  pengelolaan  zakat  yang   profe- 
sional dan amanah. 
c.   Mengupayakan peningkatan peran  pengelola 
zakat  sehingga  menjadi  lembaga yang  profe- 
sional, transparan dana  amanah. 
d.   Pembinaan   dan    pelayanan  pemberdayaan 
zakat secara fungsional yang meliputi penyusu- 
nan  bahan pemberdayaan zakat, penyusunan 
bahan akreditasi kelembagaan zakat, penyusu- 
nan  bahan sertifikasi kelembagaan zakat, pen- 
gelolaan  UPZ  dan  menghimpun data  berke- 
naan  dengan pengelolaan zakat pada  UPZ di 
lingkungan  Kantor Kementerian Agama Kabu- 
paten/Kota 
Bentuk sinergitas dalam  pengelolaan zakat adalah 
UPZ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Bengkulu telah melakukan pengumpulan dana  zakat, 
infaq dan  sadaqah dari seluruh  Pegawai  Negeri Sipil 
(PNS)  melalui   sistem  pemotongan  gaji,  mengada- 
kan  kegiatan  bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi 
Bengkulu, mengadakan kegiatan  monitoring  pen- 
gelolaan    dana    zakat   pada    BAZNAS   Kabupaten 
Kota se Provinsi  Bengkulu,  Pembinaan Bimtek  Amil 
Zakat, dan  pemberian bantuan Operasional BAZNAS 
Provinsi  sesuai  dengan ketentuan dan  ketersediaan 
dana  setiap tahunnya. 
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